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oy Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan

at (2) Kitab o pcrundﬂng‘““da"g“" sesudah perbuatan jyy terjud;
. kan kcul:’;tuun yang paling ringan !)agi erdawn.” Pasal | Ayal @

haruslah dieTaP™ diabaikan adalah bahwa UU tidak berlaku surut, dalam hyby,,
lain yang tidak bOlCI.‘ l ;vwktu yang menunjukkan sejak kapan suatu UU berlaky,
an kuasa a;)ill pula pengecualiannya seperti yang terdapat dalam

bahWa
»Mak,
« Asay
Banny,
Nal‘nUn,
Pasa] 4

Pasal 1 AY
“ypabila ada perubahan

dengan lingkung
rerhadap asas ini pun tcrd.
Ayat (2) KUHP terscbut di atas. | | |
ain, teknik penmdang-undangan‘membicarakan ststematika, p'e“‘musan G

bentukan UU. Juga telah diketahui secara umum, suatu RUU disusur iy
proses P_cm C lai dari yang umum ke yang khusus. Adapun susunan sistematika g, e
Sim.n?mka. I?“;al stau nama RUU, pembukaan dan batang tubuh. Patut diperhatikgp,
terdiri dari Ju r RUU memuat konsiderans yang merupakan dasar sandaran dan hUkum'
s om s'u:; : material, sedangkan yang disebut terakhir memuat ketentuan mengenaj
sccara forma “nyang diatl’lr)v ketentuan sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan o

Di pihak |

materi inti (obyek

Jelas sekali kerangka pemikiran legal drafting, s'arfgat.memba.ntu kita dalap
menganalisis suatu RUU, karena berdasarkan kferan gka l?emlkjran 1ntegra.l ftu, yang melihat
masing-masing bagian sebagai bagian yang tidak terplsz?hkan, (.iapat dilihat kelemahap. -
kelemahan atau celah-celah (loopholes) dalam RUU yang bisa bersifat rawan d;in berdampak
luas, jika tidak diperbaiki. Memang be.:nar bahwa RUU ad.a}ah suatu kebijakan publik
yang harus dibahas secara partisipatif, yang dapat melibatkan _semua pihak yang
berkepentingan dalam masyarakat, dan bersifat terbuka.

Dalam pembuatan dan pemberlakuan kebijakan publik, kekuasaan pemerintah untuk
memaksakan berlakunya suatu UU, sebagaimana yang menjadi argumentasi para penganut
teori kekuasaan, tidaklah cukup, tanpa disertai dengan adanya penerimaan masyarakat secara
sadar atas ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam UU yang dimaksud, seperti juga
senantiasa dikedepankan oleh para penganut teori pengakuan. Selain tetap dibutuhkannya
penggunaan 2 macam teori yang telah eksis tersebut_, tidak boleh pula dilupakan landasan
filosofis dan sosiologis dalam penyusunan suatu RUU. Sebab, kedua hal yang merefleksikan
nilai-nilai atau norma-norma yang tengah berlaku dalam masyarakat dan sebagai rechtsidee
yang diharapkan, merupakan basis dari landasan yuridis yang dibuat,

III. RAMBU PREVENTIF

Perlu diperhatikan, yang dimaksud den gan “pemanfaatkan tenaga nuklir” dalam RUUK
adalah “kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan
tenaga nuklir”. Dalam RUUK ini, istilah “pemanfaatan tenaga nuklir” mempunyai
pengertian yang luas, yang mencakup setiap kegiatan seperfi penelitian, pengembangan,
penggunaan, pembuatan, produksi, penyimpanan, pengangkutan, impor, ekspor, pengalihan
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Jan kepiatan latnnya yang berkaitan dengan tenagn nuklis, Judhi, hasl ini bermakna terbirka
remungkinan untuk pemanfantan nuklie sebagai pembangkit lisirik (Pt JN). Menynd l'
Jan mengantisipasi faktor risikony i kvt sebomn

| i yang begitu besar dan demi melindungi rnkyat, schagai
gonsekuensinyi, sudah selayakuya dalam RUU i harus dinyatakan bahwa “pemanfaata
-1 I : o1 u ’
enagd nuklic harus dintur dengan undang-undang”, Datam struktur formal ‘

| nya, bisa saj
hal tersebut diatur dalam Bab 1 (Ketentuan Umum) atau Bab [X (Ketentuan 4 v

Penutup),
Beberapa catatan yang dapat dikemukakan berken

aan dengan RUUK adalah sebagai
herikut:

Pertama-tama, dalam konsiderans RUUK tidak discbutkan UU No. 15/1985 tentan
Ketenagalistrikan,  Padahal, UU tersebut erat hubungannya dengan RUUK X

g _ : : , sehingga
menjadi anch apabila RUUK tidak scjalan dengan UU Ketenagalistrikan, walaupun dfri
segi namanya berbeda, namun tetap tidak dapat dipisahkan. Mungkin saja, pemerintah
vang mengajukan RUUK dengan sengaja tid

| ak mencantumkan hal itu untuk memperlihatkan
bahwa maksud pemanfaatan tenaga nuklir di sini adalah dalam artj luas, tidak hanya terbatas
untuk listrik. Namun yang jelas, untuk pengamanan dari penyalahgunaan RUUK inj, kita

perlu mengingatkan pemerintah agar mencantumkan peraturan-peraturan lain dalam
konsiderans seperti UU No. 8/1978 tentang Pengesahan Perjanjian Penyebaran Senjata-
senjata Nuklir, agar RUUK tidak dapat digunakan menjadi dasar pemanfaatan tenaga nuklir
untuk senjata perang atau kepentingan militer, serta UU No. 15/1985 tentang
Ketenagalistrikan, UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup, UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, UU No. 1/1970 tentang
Keselamatan Kerja dan UU lain yang masih terkait, termasuk konvensi international yang
telah disepakati Indonesia dan dijadikan tolak ukur, yakni Convention on Nuclear Safety
(IAEA, 1994). Hal ini agar diperoleh keterangan bahwa RUUK ini telah menjadikan semua
itu sebagai rujukan dan bahan pertimbangan, sehingga dijamin tidak akan bertentangan.

Lebih jauh, jika dibandingkan dengan UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan,
UU ini jelas memperhitungkan setiap pikiran dan pandangan yang berkembang dalam -
masyarakat terhadap setiap proyek pembangkit ienaga listrik, dengan adanya ketentuan
dalam Bab V pasal 5. Sementara, dalam RUUK hal tersebut tidak ada, walaupun diketahui
rencana pemanfaatan tenaga nuklir untuk listrik telah mengundang kontroversi yang hangat
dalam masyarakat. Padahal, dalam Convention on Nuclear Safety (JAEA), 1994 | yang
menurut informasi dijadikan kerangka acuan oleh pemerintah untuk penyusunan RUUK
ini | dinyatakan mengenai perlunya secara mutlak persetujuan dari masyarakat lokal, apabila
tenaga nuklir akan digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Jadi, faktor keterlibatan
masyarakat harus mendalam. Sudah sejauh mana hal ini telah dimuat dalam RUUK, untuk -
menghadapi implikasi dari setiap incident atau accident yang mungkin ditimbulkan oleh
PLTN, tentu menjadi pertanyaan, Karena itu, kiranya patut dipertimbangkan adanya
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pkan dibutuhkan suaty referendum, apabila PLTN m
as)

v menetd
ang ’

satroversi Jalam masyarakat,

vang peri dikemukakan pula adalah, apakah RUUK g me
m rakyat negard tetangga atas pendirian sebuah instalasi nuk]jey Seb
dimah Convenrion ol Nuclear Safety (IAEA, 1994), dikemukakap bahab'
rpotensi membawa dampak lilluas perbatasan, sehingga perly diperhatikwa
yarakat lokal dan nasional tempat instalasi itu berdirj, le'apiju;:

idak hanya pendapat MY ' ]
s at dari masyarakat dari ncgard tetanggga. Bukan hanya sikap pemerintah ncgar
‘:mih dalam jangkauan terkena dampak, misalnya negara-negara anggota ASEAN

rut diminta pendapatnya, tetapi juga seluruh rakyat negara tersebyy

aetentuas ¥
menimbulkan A
Muag

IA\’ph“h.“ Iain

n sikapd

asp rasi da

dalam \uka
jnstalasi nuklirte

pendap
yang m
dan Australia, yang pa

Disadari bahwa tingginya standar keamanan pemanfaatan nuklir dalam suaty negara

i dak akan berguna jika negars tetangga kurang bertan.gg_ungjawab terhadap pemanfaaty,
quklir yang dimilikinya sendiri, te'rmasuk d.alam hal. ini rt?aktor nuklir PLTN, Beranja
dari dasar pemikiran ini, secara logrs.dapat dimengerti apaF)lla pendapat umum masyaraky,
negara tetanggad turut dipcrhatikan,jlka memang negara Kita henda]g memanfaatkan nuklj
sel;agai energi pembangkit listrik, sehingga masalahn).fa adalah, apakah yang akan dilakukan
oleh pemcn'ntah Indonesia terhadap pendapat umum di negara tetangga? Apakah hal tersebut
ridak sebaiknya turut diperhatikan dalam RUUK? Karena itu, dibutuhkan pula Ketentuap
hatian dan perlindungan yang sama seriusnya, terhadap nasip

yang memperlihatkan per _ _
masyarakat di negara tetangga Kita, seperti terhadap masyarakat lokal dan negara di maps

terdapat reaktor nuklir.

n mengenai pengusahaan yang diatur dalam Pasal-pasal 5-9 Bab IV
mengundang beberapa pertanyaan. Pasal 5 isinya menjadi kontradiktif akibat terdapamya-'
kata “hanya” dalam Ayat (1) dan “dapat bekerja sama"” dalam Ayat (2). Sebab, kalau meméng
penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir “hanya” dilaksanakan
oleh Badan Pelaksana, mengapa kemudian Badan Pelaksana tersebut “dapat bekerja sama” _
dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan swasta dan/atau badan lain dalam h
melaksanakan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir,

" Sementara, bagian Penjelasan RUUK yang mengedepankan kata “wewenang”, akan ‘
menimbulkan kesan bahwa kata “hanya” bermaksud memberikan hak monopoli kepada

apa yang bernama Badan Pelaksana.

Demikian pula dengan bunyi materi dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9, ketentuan produksi -
bahan baku untuk pembuatan bahan nuklir yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana, secara -
eksplisit diungkapkan dalam Penjelasan RUUK sebagai pemberian hak monopoli, dengan
alasan bahan bakar merupakan bahan strategis. Alasan “akan lebih menguntungkan kalau
produksinya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana™ cukup rasional, Namun, masalahnya -
mengapa masih juga perlu ditambah dengan penjelasan “dapat bekerja sama”.

Ketentua
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Apakah disadari sejak dini bahwa untuk kegintan-kegiatan yang distur dnln;n pnslul-
pasal tersebut, terutama Pasal 6, pihak Badan Peluksann nkan kekurangan dana? Kalau
memang ¥4, lalu sinpakah sesunggulinga Badan Pelaksana dimaksud? Orang akan secarn
otomatis digiring untuk menjawab, ya pasti instansi pemerintah, yang biasanya mcngx.lhlml
keterbatasan dana. Apakah dalam hal ini instansi pemerintah tersebut adalah BATAN juga?
Kiranya instansi inilah yang tabu jawabannya scjak awal! Tetapi, tetap juga ada
kemungkinan lain, yaitu pihak swasta yang telah memperoleh hak khusus dari pemerintah,
sckalipun belum melaksanakan tugasnys, namun perannya masih dirahasiakan, karena mkuf
mengundang kontroversi dalam masyarakat. Apakah hal ini dapat dikategorikan scb.ngm
kolusi antara pihak pengaju kebijakan publik dan pengusaha yang akan menginvestasikan
modalnya dalam industr dimaksud? Hanya proses pembahasan yang fair dalam DPR,
scbagai tempat persetujuan kebijakan publiklah, yang dapat menjawab pertanynan yang
muncul secara implisit tersebut, Jadi sebenarnya, pengaju RUU ini tidak perlu lagi
bersembunyi di balik argumentasi penjelasan “oleh karena pemasyarakatan teknologi nuklir
perlu dorongan, maka pada tahap awal peranan Badan Pelaksana akan sangat berarti dalam
kegiatan tersebut.”

Di sisi lain, kita melihat perlu diperjelas siapa yang dimaksud sebagai Badan Pengawas
dalam RUUK ini? Merujuk pada syarat lembaganya yang harus terpisah antara Badan
Pelaksana dan Badan Pengawas, seperti diatur dalam Convention on Nuclear Safery, Badan
Pengawas yang dibutubkan tentunya haruslah sebuah lembaga independen baru, di luar -
BATAN. agar dapat mengawasi penggunaan nuklir di Indonesia dengan tanggung jawab
vang tegas. Sebaliknya, dapat muncul pula permasalahan, jika antara pihak pembangun
dan pengoperasi dengan pengusaha instalasi nuklir berbeda, mengingat siapa yang akan
bertanggung jawab Kalau terjadi kebocoran dan kasus-kasus lain di luar faktor kesengajaan,
dan yang dilakukan oleh pihak-pihak selain mereka? Bisa saja di antara mereka akan
saling menyalahkan,

Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban kerugian nuklir
dan ketentuan pidananya (Bab VII dan VIII RUUK), namun masih terbuka kemungkinan
perdebatan tentang hal itu antara pihak pembangun, pengoperasi dan pengusaha. Karena
ity, jika ketentuan tentang pembangun, pengoperasi dan pengusaha nuklir yang berbeda
hendak dipertahankan, perlu prasyarat penelitian yang seksama, sebelum instalasi nuklir
boleh berjalan. Sebagai konsekuensi positifnya, tidak akan ada perdebatan lebih dulu yang
bisa menunda pembayaran untuk ganti rugi yang timbul sebagai akibat dari kecelakaan
dalam pemanfaatan tenaga nuklir, yang akan memperburuk nasib korban. Di samping itu,
diharapkan tidak akan ada pihak yang dapat melemparkan tanggung jawabnya kepada pihak
lain atau saling menyalahkan lagi diantara mereka, jika terjadi kecelakaan nuklir, Pengaturan
dalam Pasal 25 RUUK memberikan toleransi pada pihak perencana, pembuat konstruksi,
modifikasi, penyedia perawatan, perbaikan dan pengoperasi, untuk berbuat kesalahan. Hal
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